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Wasppadcai Pasal Karet

fSambungan dari halaman 1)

(ICTIRD Erasmus Napitupulu
mengatakan, Ppasal-pasal Aarng
masih ambigu sebaiknya diper-—
Jelas agar tidak berpotensi ynmual-
titafsir dainm IMMengoangell halk
serta privasi warsga negara.

TPerlindungan berlebilhan ke-—
Prada necgara melalui aturan pida-—
1na justru menjadikan warga ne—
gara seolah menjadi musuly darci
Tiegara karerna overkriminalisasi
toerjadi,” ujarnya.

Pengajar Hukuim Pidana Tini-
versitas Parahyvainsaa. Bandungs,
Agustinus Pohan, berpendapat.
overkriminalisasi terkait tinndalke-
an-tindakan tertentu akan mes
munculkan masalaly baru. scperti
lembaga Ppermasyaralkatan yang
semakin poenull dan bahkan me-—
debihi daya tampungnya karcecna
solusi terhadap beberapa tinndalk
Pridana adalalh hukurman prenjara.

Belum jelas i

HKetua Tim Pemerimtah RUU
KU EHEiny Nurbaningsih
mengalui masilh banyak pasal
yang belum jelas rumusan nor-—
manya. Scbhagian besar pasal yangs
ditunda rembahasannya IMne-—
mang pasal-pasal angs diangssapy
karct damn ambigu. Flal itu dibahas
dalain rapat kerja Parngga RKUHP
TOPR. - dernrxrgary T pornorintalhy--syrans
akan digelar Scnin (5/72).

Femmerintah, ujar Eiainy, telalbs
IMLEeIILISTLIY poedormnan AancaIman
hukum:an dengan kelompok ka-—
tegori hukumman sangat ringarn-—
ringan-scedang-berat-berat selkali.

Sctiap timdak pidana di REKIJHI®
altan dibahas lagi untulk dikoe-—
lompoklican sesuni dengan an-

caman hukumanny=a.

TTnny mengatalkan., ancarman
hukuman dalam draf 10 Januari
2018 adalah rTumusan larma yvang
boelum berpatok pada pedorman
ancarman pidana. Oleh karcrna o,
wajar jikaa ditermukan sejumilal
Pass At overkriminalisasi.
TPemerintah suidah IMCNYLISTITL
predomannya., tapi butuh persc-
tujuan dari DPIR. Misalnya, pasal
enghinaan terhadap Presiden
itu kKira-kira masuk kategori an-
caiman pidana apa.” katansa.

Arsiil Sarni. anggota Panja
NRKUHP dari-Fraksi Partai Persa—
Ttuaa FPembangunain, mengata-—

kan, ada beberapa norima yang
1merinang btidak bisa dengan jelas
diterarigkan di dalarm rumusan
RKLIHE T Ada INOTrITa-rNorrma
ang Tuang interpretasinya sa-—
1ngat lebar karena makina keadil-
an tidak hanya bisa dilibhat dari
rurmusan pasal. tetapi juga harus
dilibhat penerapan pasal itu.” kata
Arsul.

Ta mencontohkan definisi Len-
tangg pidana penghinaan. Untul
mengoetahul apakah seseorang itu
imenghina atau tidalk, hakirm dan
ppenegalk hulkuim harus melihat
fakita di lapangan.

Boegitu  jusa tentang INOrIzma
prengcghinaarn terhadap Ppresiden
atau pemerintah. menurut Arsul.
hal itu akan dirinnci dalaim penjc-
lasan pasalnya. INoromma itu jusa
merupalkan delilk aduan sehingsa
suatu dugann kasus penghinaan
kopada pPresiden Svapres adoauay
diproses hulkuim atawu tidak, alkan
bergantung pada adanya laporan
presiden atau wapres.

Sclain menciptakan tertib lhu-—
kuimm, menuurut Guru Besar Fakul-—
tas FHTukuirnm Universitas Tndone-
sia Topo Sanltoso, hukurm pidana
di dalarmm mnoegara demokrasi juga
harus _menyedialkan koridor dan
porlindiuimgan terhadap warga mne-
sara. INorima di dalam halkum
pridana tidak boleh semena-mena
mengkriminallkan warga ncegara.

Topo menambahlkain., norima
hulkuum pidana selain moenganutb
asas legalitas jusga harus meng-
ilcur€i eimpat pedorman dAalarmn
prembentukannya. ITmpat pedo-—
man itu adalah Zex proevia (ke-—
tTentuan pidan=a tidak berlaku su-—
rut), Jlex scriprta (ketentuan pi-
dana harus tertulis., tidak boleh
memidanalcan oOorang berdasar-—
kan kebiasaan), fex certa (ramus —
an dari ketentuan pidana harus
jolas unsur—-unsurnyva). scorta flexc
stricta (ketentuan pidana harus
ditafsirkan sccara ketat dan di-
larang menggunakan logika per—
saumaan alau analogi).

TRumusan norma pidana ha-
rus jelas, tegas., kotat, sehingsa
seseorangs tidalk dapat Seimne—
na-mena dijadikan tersangka atas
suatu perbuatan. Artinya. mnoriria
hulkum pidana juga memberikan
prerlindungan kepada warsa se-
bagai subyek hukum.” katanya.
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